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PENYELENGGARA PEMILU

) Putusan MK No 11/PUU-VII/2010

@ Frasa “suatu komisi pemilihan umum”
(bukan lembaga tetapi satu kesatuan fungsi)

) Transformasi model lembaga penyelenggara pemilu
(dari model government, mixed, dan independent)

@ KPU, Bawaslu, DKPP. nasional, tetap, dan mandiri
& Kompetisi antar-penyelenggara pemilu, ketidakpastian hukum
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TIGA MODEL PENYELENGGARA PEMILU

Model Independen Model Kombinasi LPP Pemerintah

LPP Independen LPP Independen |l LPP Pemerintah PP EERE
Pemerintah

KPP Ad Hoc + Dewan Pemilu +
Kementerian Menteri Dalam
Hukum Negeri

Komisi Pemilu Pemerintah Kementerian

Pusat (KPP) Daerah Dalam Negeri

Sumber: Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman The International IDEA



Model of electoral management

Worldwide
Electoral Management Design Database
Data for 215 countries
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Independent Covernmental Mixed Mo national elections

Sumber: https://www.idea.int/data-tools/data/voter-turnout




KPU DAN JAJARANNYA

) Overview beberapa model lembaga penyelenggara pemlu

@ Rekrutmen tidak sejalan dengan jadwal tahapan

) Hasil rekrutmen tergantung integritas dan kredibilitas tim seleksi
@ Persyaratan umur dan kesehatan perlu diperbaiki

@ Problematika independensi (studi kasus beberapa pemilu terakhir)
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BAWASLU DAN JAJARANNYA

@ Organisasi semakin gemuk, struktur semakin panjang

Fungsi pengawasan: pelaporan, pencegahan, penelitian, seminar dll
Fungsi pengawasan vs fungsi pemutusan pelanggaran administrasi
Fungsi pengawasan vs fungsi penyelesaian sengketa

Pengabaian prinsip penegakan hukum: konflik kepentingan

Haruskah Bawaslu ditransformasi?
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DKPP DAN TPD

@ Organisasi semakin gemuk dan struktur semakin panjang

) Mematikan sifat organisasi hirarkis KPU dan Bawaslu

@ Metode persidangan kode etik serupa dengan persidangan peradilan
() Haruskah DKPP ditransformasi?
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PERUBAHAN PENGATURAN PEMILIH

Pemilu Pertama

Pemilu 1955
(UU No 7/1953)

Pemilu-pemilu
Orde Baru
(UU No 15/1959)

Pemilu Transisi
Pemilu 1999
(UU No 3/1999)

Pemilu Pasca
Per UUD 1945
(UU No 7/2017)

Umur
Perkawinan

Kesehatan

Putusan
Pengadilan

Pengecualian

18 tahun
Sudah kawin

Hilang ingatan

Dicabut hak pilih
Dipenjara

17 tahun
Sudah kawin

Hilang ingatan

Dipenjara dengan
ancaman 5 tahun

Bekas anggota PKI
Terlibat G 30S/PKI

Anggota ABRI

17 tahun

Sudah kawin
Hilang ingatan
Dicabut hak pilih

Bekas anggota PKI
Terlibat G30S/PKI

Anggota ABRI

17 tahun

Sudah kawin

Dicabut hak pilih

Anggota

TNI/Polri



PARTAI POLITIK

Mengenal Asal Usul Partai Politik
(Tipologi Partai Politik)

Memahami Partai Politik di Tiga
Wajah Kepartaian (berbasis arena
dan fungsi partai politik)

Partal Politik Berbadan Hukum,
Partal Politik Peserta Pemilu, dan
Partai Politik di Eksekutif/Legislatif
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(Chicago: Nelson-Hall Publishers, 1992), p. 6
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PARTAI POLITIK
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Persyaratan mendirikan partai politik berbadan hukum vs peserta
pemilu

Tidak ada apresiasi bagi partai politik berprestasi (punya kursi)
Terbelit rezim administrasi pemilu

Model rekrutmen partai politik (intra party democracy vs oligarchy
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CALON DAN PASANGAN CALON

) Kriteria pemilih tidak berlaku

) Tidak ada standar umum

@ Syarat calon dari partai politik dan syarat calon perseorangan
) Terbelit rezim administrasi

) Problematika pencalonan di pemilu (belajar dari pengalaman
pemilu-pemilu sebelumnya)
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PEMERINTAH PUSAT/DAERAH

) Peran dan fungsi pemerintah di pemilu
) Pemanfaatan jabatan

) Pengendalian anggaran
v) Pengerahan birokrasi untuk dukungan
&) Peng g
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KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN

) Peran kepolisian dan kejaksaan dalam electoral justice system
) Netralitas dan integritas

@ Mengabaikan prosedur penegakan hukum pemilu

) Memanikan pembatasan waktu
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LEMBAGA PERADILAN

@ Penyamaan perkara pemilu dengan perkaran umum

) Netralitas dan integritas
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PEMANTAU PEMILU

Peran dan fungsi pemantau pemilu
Pemantau pemilu dalam bingkai electoral integrity

Problematika netralitas dan integritas

RAQK

Lembaga survel vs konsultan politik




